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BAB IV 

ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm.  

TENTANG MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH 

 

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang 

Mut’ah dan Nafkah Iddah. 

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara 

perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka 

secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan 

saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara merekasecara tuntas, 

melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan.1  

Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan 

Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke 

pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. 

Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur mut’ah dan nafkah iddah 

juga menginginkan keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya 

talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 

(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan 

dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan 

isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak 

terkecuali isteri yang sedang menjalani masa iddah, sehingga kebutuhan akan 
                                                             

1
 Ridwan Syahrini, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2000, hal. 151.  
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hidup itu harus tetap terjamin. Adapun cara pembayara mut’ah dan nafkah 

iddah setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara 

sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar mut’ah dan 

nafkah iddah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa 

paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak, terutama pihak isteri yang 

mempunyai hak mut’ah dan nafkah iddah, dan yang kedua dengan cara paksa 

memalui proses eksekusi oleh pengadilan.2 Eksekusi merupakan cara terakhir 

karena di dalamnya mengandung paksaan. 

Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak 

dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri karena mut’ah dan nafkah iddahnya 

tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut’ah dan nafkah iddah tersebut 

dapat dimohonkan eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan 

pembayaran mut’ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah 

uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 

R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, 

berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat 

dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat.3 Begitu juga terkait 

putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami 

menjalankan atau membayar hak isteri berupa mut’ah dan nafkah iddah, maka 

suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara 

membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini 

dilakukan bukan atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk 
                                                             

2
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama, 

Jakarta: Kencana, Cet- 3, 2005, hal. 314. 
3
 Ibid., hal. 320. 
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mengambil hak isteri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa mut’ah dan 

nafkah iddah. 

Eksekusi pembayaran mut’ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama 

akan melalui beberapa tahapan yaitu:4 Permohona eksekusi, membayar biaya 

eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, 

pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, 

penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara 

penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga 

lelang barang hasil sita eksekusi mut’ah dan nafkah iddah. Tata cara tersebut 

dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum 

serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah 

diceraikan berupa mut’ah dan nafkah iddah.  

   

B. Analisis Pelaksanaan Dan Upaya Pengadilan Agama Semarang dalam  

Putusan No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Mut’ah dan Nafkah Iddah 

Mut’ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami 

kepada isteri yang telah diceraikan, hal ini merupakan suatu etika karena pada 

cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus 

perkawinan dengan isterinya. sehingga sebagai penghargaan atau imbalan 

walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi mut’ah dan 

nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa 

iddah dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang diceraikan. Dengan 

                                                             
4
 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, cet-1, 2005, hal. 112. 
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merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang menjalani masa 

iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, 

jika suami akan menceraikan isterinya ia harus membayar sejumlah uang 

sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah isteri. Pemberian ini 

diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak isteri. 

Putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban suami untuk 

memberikan mut’ah dan nafkah iddah terhadap isteri yang telah diceraikan, 

hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang 

membebani suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah terhadap 

isteri, itu artinya hakim karena jabatannya dapat menentukan mut’ah dan 

nafkah iddah dan nafkah sesuai keadilan, sedangkan apabila terjadi 

perselisihan berkaitan besaran jumlah mut’ah dan nafkah iddah hakim dapat 

menentukan jumlahnya. 

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, isteri 

sebagai termohon dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama 

proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan mut’ah dan 

nafkah iddah yaitu melalui gugatan rekonvensi atau gugatan balik, gugatan 

rekonvensi tersebut terletak di dalam eksepsi atau jawaban termohon. 

Rekonvensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam 

perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena 

selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau 

tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung 

oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 
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dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama. Hal ini didasarkan 

pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP No.9 Tahun.1975. Dan 

sesuai dengan aturan pasal 123 (a-b) HIR, rekonvensi diajukan bersama-sama 

dengan jawaban atas permohonan dari pihak termohon, dan diajukan secara 

lisan ataupun tulisan, keduanya diperbolehkan yang menjadi inti adalah isi 

gugatan rekonvensi masih dalam lingkup wewenang Peradilan Agama. Jadi 

sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa mut’ah 

dan nafkah iddah yang harus dibayar suami kepada isteri setiap bulan. 

Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok 

perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah 

pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, hal 

ini dilakukan hakim untuk menjamin pembayaran mut’ah dan nafkah iddah 

harus diberikan oleh suami.5 

Proses pelaksanaan perkara No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm. merupakan 

perkara permohonan cerai talak berupa konpensi, nafkah isteri menjadi 

rekonpensinya. Pada prinsipnya isteri berkeberatan untuk dicerai tetapi  suami 

tetap berniat untuk bercerai, maka sudah sepatutnya isteri menuntut agar hak-

haknya berupa mut’ah dan nafkah iddah isteri setelah bercerai. Perkara cerai 

talak ini menjadi keinginan pihak suami yang mengakibatkan adanya mut’ah 

dan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isteri yang telah 

diceraikan. 

                                                             
5 Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 

Semarang), pada tanggal  4 Desember 2012.  
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Pada perkara ini telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim 

namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara 

dilanjutkan dan menjadikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 

memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak suami yang telah 

terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian, dan ternyata tidak 

berlawanan dengan hukum.6 Hal ini yang menjadikan perkara tersebut dapat 

diputus, karena memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam undang-undang 

perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak tidak hanya 

berdasar unsur-unsur perceraian, tetapi juga berdasar pada keadilan dan 

keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak yang bercerai, karena jika 

diceraikan akan lebih mengurangi madharat. 

Meski Majelis Hakim memutus akan lebih baik jika bercerai, hakim 

selalu berusaha agar terjadi perdamaian di antara para pihak, tidak terkecuali 

tentang bentuk dan jumlah mut’ah dan nafkah iddah yang harus diberikan 

suami kepada isteri yang ditalak, hal ini menjadi penting karena untuk 

melindungi hak-hak isteri yang diceraikan. Dalam perkara ini Majelis Hakim 

juga mengabulkan gugatan rekonpensi isteri dengan membebankan suami 

untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikan selama masa 

iddah sebagai konpensasi akibat adanya perceraian. Pemeriksaan yang 

dilakukan hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap rekonvensi isteri pun 

telah sesuai dengan aturan yang ada. Majelis Hakim tidak begitu saja 

                                                             
6 Hasil wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kelas 

IA Semarang), pada tanggal  4 Desember 2012.  
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mengabulkan tuntutan isteri sebagaimana dalam permohonannya sebelum 

mendengar keterangan dari pihak suami (termohon) sebagai jawaban atas 

gugatan isteri tersebut. 

Dalam menghadapi tuntutan isteri, hakim membebani isteri dengan 

mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Sebab 

yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari 

tangggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan 

dengan dasar ini. 

Jumlah mut’ah dan nafkah iddah memang tidak ada ketentuan baik 

dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan 

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, oleh karena itu memutuskan 

jumlah mut’ah dan nafkah iddah para hakim Pengadilan Agama Semarang 

berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama.  

Besarnya mut’ah dan nafkah iddah yang dikabulkan tergantung pada faktor 

permintaan isteri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang 

terpenting mut’ah dan nafkah iddah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan 

menyengsarakan isteri namun juga tidak terlalu banyak sehingga tidak 

menyusahkan suami.  

Hukum Islam hanya mengenal konsep ma’ruf dalam penetapan 

jumlah mut’ah dan nafkah iddah yang harus dibayar suami. Agar dapat 

menghasilkan putusan tentang besar kecilnya mut’ah dan nafkah iddah sesuai 

dengan konsep ma’ruf dalam hukum Islam, maka tepatlah kiranya bagi para 

hakim Pengadilan Agama Semarang menggunakan berbagai pertimbangan. 
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Disamping pertimbangan kedua belah pihak, hakim juga mempertimbangkan 

lokasi tempat tinggal isteri selama masa iddahnya nanti, sebab mut’ah dan 

nafkah iddah adalah tergantung belanja hidup di suatu tempat dengan tempat 

lain berbeda sehingga keadaan dan kebiasaan yang berlaku di suatu 

masyarakat menjadi faktor  pertimbangan. 

Cara yang ditempuh oleh hakim dalam menetukan mut’ah dan nafkah 

iddah adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara. Karena 

tidak semua pihak sepakat mengenai bentuk dan jumlah mut’ah dan nafkah 

iddah tersebut, seperti perkara ini pihak isteri meminta mut’ah dan nafkah 

iddah yang cukup besar, akan tetapi pihak suami tidak menyanggupi sehingga 

sudah menjadi hak hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang harus 

dibayarkan oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan. Hakim mengambil 

pertimbangan sesuai dengan kepatutan penghasilan suami, karena tidak 

mungkin membebankan mut’ah dan nafkah iddah isteri yang telah diceraikan 

kepada suami melebihi kemampuan suami tersebut. 

Cara hakim melihat kemampuan dan kepatutan suami melalui 

pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya yang diperoleh dari 

pengakuan suami (pemohon), isteri (termohon), dan para saksi yang telah 

diambil sumpahnya terlebih dahulu, akan tetapi kemudian dari para pihak 

dalam perkara ini bersepakat mengenai jumlah mut’ah dan nafkah iddah 

untuk mempercepat proses perkara, sehingga hakim dalam memutus 

mengenai mut’ah dan nafkah iddah berdasarkan kesepakatan para pihak, hal 

ini merupakan langkah positif karena adanya kesepakatan para pihak. 
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Terjadinya kesepakatan atau perdamaian atau tidak, tergantung kepada 

para pihak yang berperkara dan upaya hakim dalam mendamaikannya. Islam 

menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui 

pendekatan “ishlah”, oleh sebab itu tepat bagi para Hakim Pengadilan Agama 

untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya 

suatu putusan, pasti akan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian. 

Perdamaian bersama mengenai bentuk dan jumlah mut’ah dan nafkah 

iddah pada perkara No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm, seperti keterangan dari 

kuasa hukum pemohon adalah perdamaian yang disepakati oleh kedua belah 

pihak merupakan terobosan atau penyelesaian perkara yang baik, karena 

untuk membuat perkara tidak berlarut-larut, yang kaitannya perdamaian 

adalah bentuk dan jumlah pembayaran mut’ah dan nafkah iddah, akan tetapi 

dalam perkara ini pihak suami tidak membayarkan mut’ah dan nafkah iddah 

sesuai dengan kesepakatan, yaitu pihak suami mengingkari kesepakatan 

tersebut dan tidak membayarkan mut’ah dan nafkah iddah yang menjadi hak 

isteri. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang bertujuan 

untuk menjamin kepastian pembayaran mut’ah dan nafkah iddah yang 

merupakan hak-hak isteri setelah bercerai, upaya tersebut dilakukan sebelum 

suami mengucapkan ikrar talaknya terhadap isteri di Pengadilan Agama. 

Hak ex officio yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama, 

merupakan lex specialis dari asas peradilan perdata yang melarang hakim 

menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari 
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yang diminta, sebagaimana yang diatur  dalam pasal 178 ayat (3) HIR. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan 

dan agar mantan isteri yang akan diceraikan suaminya jangan sampai 

menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Upaya sebelum ikrar talak suami di depan sidang pengadilan, yaitu  

dilakukan dengan cara pembayaran mut’ah dan nafkah iddah di depan 

persidangan atau meitipkan pada kasir Pengadilan Agama untuk diserahkan 

kepada pihak isteri, atau menunda sidang pengucapan ikrar talak jika suami 

(pemohon) menunda membayar mut’ah dan nafkah iddah. 

Pelaksanaan pembayaran mut’ah dan nafkah iddah isteri oleh mantan 

suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan mempunyai kekuatan 

eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. 

Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi:”Demi 

keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. 

Pada perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka 

ditentukan PHS (penetapan Hari Sidang) sidang ikrar talak pertama para 

pihak tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, karena pihak suami 

belum mampu membayar dalam waktu yang cepat. Dengan demikian 

pelaksanaan sidang ikrar talak akan menunggu pihak suami melapor ke 

Pengadilan Agama bahwa pihak suami telah mampu untuk membayar mut’ah 

dan nafkah iddah. Akan tetapi setelah mendekati enam bulan ternyata pihak 

suami belum melapor, sehingga pihak isteri melalui kuasa hukumnya dari 

pada mengulang perkara dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, 
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maka diadakan kesepakatan yang intinya pembayaran mut’ah dan nafkah 

iddah dilakukan setelah sidang ikrar talak.7 Setelah ada kesepakatan tersebut, 

pihak suami melapor ke Pengadilan Agama Semarang untuk sidang ikrar 

talak, waktu lapor dari suami yaitu kurang dari 6 bulan sejak PHS pertama, 

karena suami melapor pada waktu kurang 1 hari dari batas enam bulan. 

Apabila melebihi enam bulan maka akan dianggap rujuk kembali karena 

putusan dianggap kedaluarsa dan putusan Pengandilan Agama tersebut batal 

jika tidak segera dilaksanakan. 

Perkara cerai talak yang berakibat pada pembayaran mut’ah dan 

nafkah iddah isteri tersebut di Pengadilan Agama Semarang pada waktu 

sidang ikrar talak pihak isteri atau kuasa hukumnya tidak hadir, meskipun 

demikian sidang ikrar talak tetap dapat dilaksanakan, kerena pada dasarnya 

sidang ikrar talak tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pihak isteri sesuai 

ketentuan Pasal 70 ayat 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1989: 

“ Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau 
wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wakilnya”. 
 

Perkara ini dalam putusannya secara struktural telah dilaksanakan 

karena diktum utama berupa ikrar talak sebagai deklarasi adanya perceraian 

telah dilaksanakan, maksudnya adalah pada putusan tertera beberapa diktum 

atau perintah yang ditetapkan oleh Majlis Hakim, yaitu ada diktum pokok 

sebagai hasil dari perkara pokok dan ada diktum-diktum lain sebagai yang 

                                                             
7 Wawancara dengan pihak Termohon dan Edy Sepjankaria (Kuasa Hukum Termohon) , 

pada tanggal 23 Desember 2012. 
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mengikuti atau konsekuensi adanya diktum pokok,8 seperti dalam perkara 

cerai takak yang berakibat konsekuensi mut’ah dan nafkah iddah ini diktum 

pokoknya telah dilaksanakan yaitu ikrar talak akan tetapi yang menjadi 

persoalan adalah tidak dilaksanakannya pembayaran mut’ah dan nafkah iddah 

oleh suami yang seharusnya menjadi hak bagi isteri yang telah diceraikan.  

Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan putusan perkara ini belum 

sepenuhnya, karena diktum yang menyatakan kewajiban suami untuk 

memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada isteri yang telah diceraikan 

belum dilaksanakan, maka terkait mut’ah dan nafkah iddah tersebut dapat 

dimintakan eksekusi oleh isteri yang dirugikan ke Pengadilan Agama. 

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak 

menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri 

itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau 

tidak. Dalam perkara ini isteri memilih tidak melanjutkan perkara, dan tidak 

mengajukan permohonan eksekusi meskipun hak-haknya belum terpenuhi. 

Adapun upaya Pengadilan Agama semarang setelah sidang ikrar talak terkait 

perkara ini adalah menyarankan pihak isteri untuk mengajukan permohonan 

eksekusi, karena eksekusi hanya bisa dilakukan atas permohonan pihak yang 

merasa dirugikan. 

Mengingat perkara ini memiliki jumlah mut’ah dan nafkah iddah yang 

cukup besar suami yang tidak mau membayar kontan mut’ah dan nafkah 

iddah, seharusnya suami meminta keringanan pihak pengadilan agar dapat 

                                                             
8
 Wawancara dengan Drs. Wahyudi, SH, MSi (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 

Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012. 
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dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab secara hukum 

tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai. Pertimbangan 

lain karena mut’ah dan nafkah iddah biasanya dibayar secara berkala untuk 

tempo waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau satu minggu sekali 

sehingga pembayaran nafkah iddah untuk tiga bulan sewajarnya tidak 

sekaligus dibayar dan mut’ah dalam waktu sewajarnya. 

Untuk mempermudah pembayaran mut’ah dan nafkah iddah petugas 

keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Semarang mendapat tugas 

tambahan selain yang diatur dalam pola Bindalmin (Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama), yaitu menerima pembayaran 

mut’ah dan nafkah iddah oleh suami yang kemudian diberikan lagi kepada 

pihak isteri setelah ia ditalak dalam sidang ikrar talak. Tugas seperti ini 

meskipun tidak diatur dalam Undang-undang tetapi juga tidak menyalahinya, 

sebab langkah ini dilakukan untuk tujuan yang mulia. Penerapan aturan 

tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam sidang serta cara 

agar isteri mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah dari suaminya. Seharusnya 

hal ini menjadi dasar dalam perkara munt’ah dan nafkah iddah ini harus 

dibayarkan melalui kasir Pengadilan Agama walaupun sudah ada kesepakatan 

antara pihak pemohon dan termohon dilakukan setelah sidang ikrar talak, 

untuk mencegah dari tidak dibayarkanya mut’ah dan nafkah iddah. 

Adapun penundaan sidang yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama  Semarang jika isteri keberatan ditalak sebelum menerima haknya, 

maka hal tersebut tidak melanggar aturan. Sebab sidang ikrar talak sebagai 
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perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukan kapanpun selama tidak 

lebih dari enam bulan semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sebagaimana dalam pasal 70 ayat (6) UU No.7 Th.1989 yang berbunyi: 

“Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang 
penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan 
walinya meskipun telah mendapatkan penggilan secara sah dan patut, maka 
gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan 
lagi berdasarkan alasan yang sama.” 
 

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa waktu kadaluarsa dari 

sidang penyaksian ikrar talak adalah enam bulan, sehingga sidang yang 

ditunda tidak melanggar hukum. Penundaan ini dimaksudkan sebagai usaha 

pencegahan (preventiv) agar suami dapat melaksanakan kewajiban sebelum 

mendapat haknya. Kewajiban suami adalah membayar mut’ah dan nafkah 

iddah, hak suami adalah diperkenankanya ia mentalak isteri. 

Kalau menganalisa terhadap tindakan suami yang tidak bisa 

membayar mut’ah dan nafkah iddah secara tunai, kemudian sudah jatuh 

tempo dan ia tetap tidak dapat melunasinya maka terobosan yang bisa 

menjadikan solusi bagi pembayaran mut’ah dan nafkah iddah adalah hakim 

akan melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan secara baik-baik 

dengan pihak pemohon menanyakan apa pekerjaannya dan berapa 

penghasilannya, kalau ternyata mantan suami masih belum sanggup 

membayar karena penghasilannya terbatas, maka hakim akan menyuruh 

mantan suami untuk mengeluarkan dompetnya di hadapan sidang dan 

menanyakan berapa isi uang yang ada di dompetnya sekarang dan setelah itu 

hakim menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan uangnya serta 
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memberikannya kepada mantan isterinya, memang tidak semua hakim 

melakukan hal tersebut namun hal tersebut  jika sangat terpaksa dapat 

digunakan. 

Hal tersebut diatas dilakukan tentunya atas persetujuan kedua belah 

pihak dan tidak ada paksaan dan biasanya isteri sudah dapat menerima 

dengan penuh pengertian dan keikhlasan karena kebanyakan perceraian yang 

terjadi di Pengadilan Agama Semarang berlatar belakang ekonomi. Jika 

kedua belah pihak telah sepakat maka sidang akan dilanjutkan seperti biasa, 

tapi kalau belum terjadi kesepakatan dan pihak kedua masih tetap meminta 

agar segera diberikan mut’ah dan nafkah iddahnya maka hakim akan 

memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan yang akan dihadapi 

oleh para pihak, serta mengemukakan saran dan solusi yang harus dilakukan 

agar kemungkinan buruk dapat dihindari, karena jika dieksekusipun suami 

tidak memiliki apa-apa. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum. Sebab pada asasnya seorang hakim harus 

membantu para pihak karena dalam perkara perdata Pengadilan membantu 

para pencari keadilan, dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 

rintangan dan hambatan, untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan, yang didasarkan pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang 

No.14 Th.1970 jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang no.7 Th.1989. 


